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Subrogasi sebagai akibat pembayaran selain dalam

perjanjian hutang-piutang juga seringkali ditemukan dalam
perjanjian asuransi. Pelaksanaan hak subrogasi perusahaan
asuransi diatur dalam pasal 284 KUHD serta prisip indemnity
dimanaterdapat penggantian hak-hak tertanggung oleh
perusahaan asuransi sebagai penanggung yang membayar
kerugian tertanggung. Dalam perkembangannya, subrogasi
seringkali diterapkan dengan ketentuan hak subrogasi yang
diperoleh perusahaan asuransi setelah membayar kerugian
tertanggung adalah meliputi seluruh hak tertanggung tanpa
terkecuali atau tidak terbatas. Penerapan subrogasi

asuransi demikian menyimpangi ketentuan dan prinsip
subrogasi asuransi yang bertujuan mengembalikan keadaan
tertanggung seperti sebelum terjadi kerugian sehingga
perusahaan asuransi hanya memperoleh hak subrogasi sebatas
nilai pertanggungan yang dibayarnya kepada tertanggung.
Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan
penelitian kepustakaan, Penulis menyoroti permasalahan
pengaturan subrogasi serta pelaksanaan dan kedudukan hak
subrogasi perusahaan asuransi terhadap jaminan hutang, yang
merupakan objek asuransi, yang disita dan dilelang oleh
negara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
N0.894/Pdt.G/2005, perusahaan asurans menggugat seluruh
uang hasil lelang yang dilakukan negara atas jaminan hutang
yang diasuransikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
gugatan perusahaan asuransi tersebut tidak tepat karena

tidak memenuhi prinsip subrogasi yang diatur dalam pasal
284 KUHD dan prinsip indemnity. Perusahaan asuransi hanya
mengganti sebagian kerugian dari tertanggung sehingga hanya
dapat didahulukan untuk memperoleh pelunasan dari uang
hasi| lelang benda gadai sesuai dengan nilai pertanggungan
yang dibayarnya. Adanya tagihan negara dari pihak Bea Cukai
berdasarkan pasal 39 Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan jo. Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata mengakibatkan
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kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang gadal
berdasarkan subrogasi hanya dapat didahulukan setelah

tagihan negaralebih dulu dilunasi dari uang hasil lelang
tersebut.



